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Lampiran -

Hal . Imbauan pelaksaanaan Pendaftaran Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pinrang

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1

10.
1
5 6

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10
Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubuernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang
perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 60/PUU-XXII/2024

. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XXI1/2024

Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.2-
SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.



B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di wilayah Kabupaten
Pinrang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang
mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Pinrang agar :

1. Memastikan waktu pendaftaran Pasangan Calon dimulai pada tanggal 27 Agustus
2024 Pukul 08.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA) sampai dengan Pukul 16.00
WITA dan batas akhir waktu pendaftaran pada tanggal 29 Agustus 2024 Pukul 08.00
WITA sampai dengan Pukul 23.59 WITA sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023
tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota.

2. Memastikan program kegiatan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon memedomani
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI1/2024 dan Pertimbangan
Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang termuat dalam
ketentuan sebagai berikut:

e Pasal 11 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Yang berbunyi :

(1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan
akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang
bersangkutan dengan ketentuan:

b. untuk mengusulkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil
walikota:

1. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa,
Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen)
di kabupaten/kota tersebut;

2. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai
dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah
paling sedikit 85% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota
tersebut;

3. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan
1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit
7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; dan

4. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar
pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik Peserta
Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh
suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di
kabupaten/kota tersebut.

e Pasal 13 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

_ Baﬁa’i serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :
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(1) Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas:

a. Salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi
manusia;

b. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan gubernur dan
wakil gubernur;

c. salinan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Politik tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan bupati
dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

d. surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang
telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan
formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Pasangan Calon,

2. tidak akan menarik Pasangan Calon yang akan didaftarkan serta tidak
menarik pengusulan atas Pasangan Calon;

3. sepakat antara Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses
Pemilihan; dan

4. naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan
rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan

e. Keputusan keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang
persetujuan  Pasangan  Calon  menggunakan formulir ~ Model
B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK.

e Pasal 95 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Yang berbunyi :

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan informasi dan jadwal
pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon
dibuka.

(2) Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), memuat:

a. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai jumlah
persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (6);

b. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan
Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan
sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1); dan

c. waktu dan tempat pendaftaran Pasangan Calon.

(3) Pengumuman informasi dan jadwal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota.
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3. Memastikan Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati
atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon
sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota .

4. Memastikan Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) berfungsi
normal selama pelaksanaan program/kegiatan tahapan pendaftaran Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang untuk dapat diakses oleh akun Bawaslu

Kabupaten Pinrang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.
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